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Abstract 
The purposes of this research are: (1) to assess and to analyze position promotion in 
Regional Secretariat of Palu; and (2) to determine the factors that support and hinder the 
promotion in Regional Secretariat of Palu. Type of this research is a descriptive research using 
nine informants that consist of the Secretary, Baperjakat, BKD, Inspectorate, and the employee 
who is qualified as primary data source of the research. Technique of data analysis is qualitative 
descriptive analysis with interactive model, the results indicate that the implementation of the 
promotion of civil servants in the Regional Secretariat of Palu has not been fully implemented in 
accordance with the general terms of promotion predetermined by Baperjakat. It is seen in terms of 
educational qualifications. Occasionally disciplines of employees who will be promoted is not in 
compliance with the vacant position. Similarly, promotion based on performance appraisal, there 
are employees who have a low value of DP-3 included in the promotion of employees. This means 
that the implementation of position promotion of employees is not in accordance with established 
procedures. 
Keywords: Analysis, Promotion, Position. 
 
Unsur penentu utama dalam 
mewujudkan tujuan organisasi secara efektif 
dan efisien adalah sumber daya manusia. Di 
dalam setiap organisasi terdapat berbagai 
macam sumber daya lain yaitu uang, material, 
mesin, dan metode, namun tanpa campur 
tangan dari unsur manusia, unsur-unsur lain 
tersebut tidak akan bergerak sendiri. Manusia 
adalah penggerak dan pengguna dari seluruh 
unsur yang ada di dalam organisasi (Sumber: 
Fathoni, 2006:2). 
Dalam suatu organisasi publik, sumber 
daya manusia merupakan hal yang krusial, 
tanpa adanya manusia, organisasi tidak akan 
berjalan, atau mencapai tujuannya. Selain itu, 
keberhasilan suatu organisasi dalam 
merealisasikan tujuannya sedikit banyak juga 
tergantung dari kualitas sumber daya manusia 
bersangkutan. Kedudukan sumber daya 
manusia yang vital dalam suatu organisasi 
tersebut juga berperan penting terhadap 
peningkatan pelayanan yang efektif dan 
efisien. Begitu pula dalam organisasi 
pemerintahan, unsur manusia yang bekerja 
didalamnya disebut sebagai pegawai, baik 
pegawai organik maupun pegawai harian. 
Bekerja sebagai pegawai merupakan dambaan 
dari banyak orang. Namun, sering kurang 
disadari bahwa dalam status sebagai pegawai 
tersebut melekat tugas dan tanggung jawab 
yang harus dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya (Sumber: Fathoni, 2006:3).  
Pegawai yang demikian akan dapat 
menunjang terwujudnya amanat Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 mengenai wujud 
pemerintahan yang diinginkan, yaitu (Fathoni, 
2006:4-5): 
1) Pemerintahan yang mampu mewujudkan 
persamaan kedudukan antara sesama 
warga negara dihadapan hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung 
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 
ada kecualinya. 
2) Pemerintahan yang mampu mewujudkan 
kehidupan demokrasi di bidang politik, 
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan 
keamanan, dan agama. 
3) Pemerintahan yang mampu memelihara 
budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan 




memegang teguh cita-cita moral rakyat 
yang luhur.     
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai 
aparatur Negara yang berkualitas sangat 
diperlukan sebagai asset penting dalam 
mencapai tujuan pembangunan Nasional. 
Menurut Nitisemito (2003:32), kemampuan 
seorang untuk menduduki dan melaksanakan 
tugas dan tanggung jawab suatu jabatan, jelas 
didalamnya terkandung makna kemampuan 
yang didasari pada latar belajang pendidikan, 
kecakapan dan keterampilan yang dimiliki. 
Oleh sebab itu promosi sebagai salah satu 
unsur pembinaan mempunyai peranan dan 
aspek penting dalam pengembangan karir 
pegawai. 
Promosi dalam pelaksanaannya perlu 
bagi setiap pegawai agar apa yang menjadi 
tujuan pegawai seperti gaji, pengembangan 
karir, dan kekuasaan yang lebih besar dapat 
diwujudkan sekaligus dapat mempengaruhi 
semangat kerja pegawai, juga untuk 
menjamin kemampuan, tanggung jawab, 
wewenang dan kemajuan pegawai yang 
bersangkutan (Andriani, 2007:5). Promosi 
pegawai perlu dilaksanakan secara obyektif, 
karena terkadang pengaruh unsur-unsur 
subyektif seperti nepotisme, penempatan dan 
waktu yang belum tepat sering menyertai 
dalam pelaksanaan promosi.  
Bila dikaitkan dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 
Jabatan Struktural bahwa untuk menempatkan 
pegawai dalam jabatan Eselon Ivb, harus 
memiliki golongan terendah IIIb dan tertinggi 
IIIc, sementara di Sekretariat Daerah Kota 
Palu masih ditemui adanya pegawai yang 
memiliki golongan IIIa sudah memperoleh 
jabatan Eselon Ivb padahal ada pegawai yang 
sudah mempunyai golongan kepangkatan IIId 
tetapi belum mendapatkan jabatan. Dalam hal 
pendidikan, syarat untuk memperoleh jabatan 
struktural Eselon IVb, minimal 
pendidikannya S1 tetapi masih ditemui 
adanya pegawai yang menduduki Eselon IVb 
masih memiliki ijazah SMA. Kenyataan ini 
menjadi pertanyaan bagi pegawai lainnya, 
tentang bagaimana standar yang jelas untuk 
menempatkan seorang pegawai dalam jabatan 
struktural, sementara dalam Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian Pasal 17 Ayat 2 tentang 
Pengangkatan Pegawai dalam suatu Jabatan, 
jelas dikatakan dilaksanakan berdasarkan 
prinsip profesionalisme sesuai dengan 
kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang 
pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu 
serta syarat obyektif lainnya tanpa 
membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras 
atau golongan sehingga pengangkatan 
pegawai dalam suatu Jabatan Struktural 
tertentu berdasarkan pada kompetensi yang 
diarahkan pada pengetahuan, keterampilan 
serta sikap dan perilaku pegawai itu sendiri.  
Seiring dengan hal tersebut, pola karir 
bagi aparatur pemerintah haruslah jelas, 
sehingga setiap pegawainya dapat mengerti 
benar perjalanan karirnya dan syarat-syarat 
rasional yang harus diraihnya bila ingin 
meningkatkan diri ke jabatan yang lebih 
tinggi. Syarat-syarat rasional ini menjelaskan 
secara rinci target yang harus dicapai oleh 
setiap pegawai sehingga apabila terjadi 
kenaikan pangkat atau jabatan yang lebih 
tinggi tidak ada lagi rasa iri, dengki dan 
curiga kepada pegawai lain. Muculnya 
penyimpangan dalam promosi pegawai 
menimbulkan adanya indikasi kolusi, 
nepotisme dan kedekatan dengan pimpinan. 
Hal ini akan semakin memperburuk dan 
memperlemah citra Pegawai Negeri Sipil di 
daerah. Kalau kondisi seperti ini dibiarkan 
terus berlanjut dan tidak dibenahi secara cepat 
dan tepat, maka akan menimbulkan dampak 
yang negatif bagi pembinaan dan 
pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil, 
misalnya; terjadi persaingan yang kurang 
sehat antara pegawai dengan pegawai lainnya, 
kurangnya atau rendahnya produktivitas 
pegawai serta rendahnya motivasi dan prestasi 
kerja pegawai karena ketidakjelasan jalur 
karir. Hal ini sangat bertentangan dengan 
prinsip pembinaan dan manajemen Pegawai 
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Negeri Sipil secara aturannya yang diarahkan 
untuk menjamin penyelenggaraan tugas 
pemerintahan dan pembangunan secara 
berdayaguna dan berhasilguna, sehingga 
dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang 
profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil 
melalui pembinaan yang dilaksanakan 
berdasarkan pada sistem prestasi kerja dan 
sistem karier yang dititikberatkan pada sistem 
prestasi kerja. 
Sebagaimana fenomena yang terjadi 
pada Sekretariat Daerah Kota Palu yakni 
terkadang pelaksanaan promosi untuk 
menduduki jabatan struktural tertentu tidak 
berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan 
syarat obyektif yang ditetapkan, terkadang 
jabatan yang diberikan tidak sesuai dengan 
keahlian dan latar belakang pendidikannya. 
Realitas di atas didukung dengan hasil 
observasi dan wawancara peneliti dengan 3 
(tiga) orang pegawai pada Sekretariat Daerah 
Kota Palu ketika peneliti mengadakan 
observasi awal pada tanggal 08-10 Januari 
2014, dimana pegawai tersebut 
mengungkapkan bahwa kondisi yang terjadi 
saat pelantikan pejabat struktural di 
lingkungan kerja Sekretariat Kota Palu yaitu 
adanya penempatan pegawai pada jabatan 
tertentu tidak sesuai dengan disiplin ilmunya 
dan adanya kedekatan emosional antara 
kepala daerah sebagai user (pemakai) dengan 
pegawai yang dipromosikan cenderung 
menjadi dasar kebijakan dalam 
mempromosikan pegawai menduduki jabatan 
struktural tertentu. Kondisi ini tentunya tidak 
sesuai dengan prinsip “The Right Man On 
The Right Place”. Artinya “Menempatkan 
Orang Yang Benar didalam Tempatnya Yang 
Benar”. Hal ini mengindikasikan bahwa 
pelaksanaan promosi jabatan struktural tidak 
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 
Terdapat unsur-unsur subyektif seperti 
nepotisme dan penempatan pegawai yang 
tidak tepat yang akhirnya akan mempengaruhi 
efisiensi, efektifitas dan semangat kerja 
pegawai. 
Padahal dalam lingkungan pemerintah 
Kota Palu terdapat forum Baperjakat (Badan 
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) yang 
berfungsi menjamin kualitas dan obyektifitas 
dalam pengangkatan, pemindahan dan 
pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan 
struktural Eselon II ke bawah, dimana pada 
kantor Sekretariat Daerah Kota Palu terdapat 
sebanyak 43 orang pegawai dengan tingkat 
jabatan Eselon yang berbeda-beda, dimana 
sebanyak 1 orang memiliki jabatan Eselon 
II.a, sebanyak 3 orang memiliki jabatan 
Eselon II.b, sebanyak 5 orang memiliki 
jabatan Eselon II.c, sebanyak 9 orang 
memiliki jabatan Eselon III.a, dan sebanyak 
24 orang memiliki jabatan Eselon IV.a. 
Tentunya dalam menempatkan pegawai 
pada suatu jabatan struktural tertentu tersebut, 
harus melibatkan Baperjakat yang 
mempunyai tugas pokok memberikan 
pertimbangan kepada pejabat pembina 
kepegawaian kota dalam pengangkatan, 
pemindahan dan pemberhentian dalam dan 
dari jabatan struktural Eselon II ke bawah, 
selain itu bertugas pula memberikan 
pertimbangan kepada pejabat yang berwenang 
dalam pemberian kenaikan pangkat bagi yang 
menduduki jabatan struktural, menunjukkan 
prestasi kerja luar biasa baiknya, menemukan 
penemuan baru yang bermanfaat bagi negara 
dan pertimbangan perpanjangan batas usia 
pensiun PNS yang menduduki jabatan 
struktural Eselon II. 
Namun kenyataannya, sesuai dengan 
fenomena penelitian meskipun Baperjakat 
telah dilibatkan dalam memberikan 
pertimbangan kepada pejabat pembina 
kepegawaian Kota Palu dalam 
mempromosikan pegawai untuk menduduki 
suatu jabatan struktural tertentu dalam 
lingkup kerja Sekretariat Daerah Kota Palu, 
masih ditemukan adanya unsur-unsur 
subyektif dalam mempromosikan pegawai 
pada suatu jabatan struktural tertentu seperti 
adanya pegawai yang ditempatkan pada 
jabatan tertentu tidak sesuai dengan disiplin 
ilmunya sehingga pegawai tersebut didalam 
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jabatannya tidak dapat menjalankan 
kewajiban dan tanggung jawabnya dengan 
baik. Disamping itu, kedekatan emosional 
antara kepala daerah selaku user (pemakai) 
dengan pegawai tertentu sering dijadikan 
dasar mewarnai pelantikan pegawai dalam 
jabatan struktural sehingga hasil penilaian 
Baperjakat terkesan di kesampingkan.  
Kenyataan ini tentunya menjadi sebuah 
permasalahan dalam konteks pengangkatan, 
pemindahan dan pemberhentian dalam dan 
dari jabatan struktural Eselon II ke bawah di 
lingkup kerja Sekretariat Daerah Kota Palu, 
sehingga menjadi sorotan masyarakat 
terhadap keterlibatan organisasi publik yang 
bergerak di bidang kepegawaian baik secara 
teknis maupun administratif terkait dengan 
adanya beberapa fenomena kasus yang terjadi 
pada promosi jabatan struktural PNS di 
lingkup kerja Sekretariat Daerah Kota Palu. 
Publik memiliki harapan, pegawai yang 
diangkat adalah figur yang berkualitas, 
produktif, kompeten dan relevan karakteristik 
pribadinya dengan tuntutan spesifikasi 
pekerjaan diemban. Semakin baik kualitas 
SDM aparatur, maka akan memunculkan rasa 
keadilan bagi masyarakat serta tingkat 
kemandirian dalam mengembangkan diri dan 
menyelesaikan masalah dalam pekerjaannya 
secara lebih baik. 
Namun dalam perkembangannya, 
publik menilai bahwa dalam lingkup kerja 
Sekretariat Daerah Kota Palu belum 
sepenuhnya melaksanakan aturan tersebut. 
Sebagaimana diungkapkan oleh sebagian 
publik bahwa mutasi pejabat di Sekretariat 
Daerah Kota Palu dinilai sarat nepotisme dan 
mengabaikan analisis jabatan. Apabila hal 
tersebut terbukti, maka komitmen pemerintah 
daerah Kota Palu terhadap reformasi birokrasi 
dari sudut pandang manajemen kepegawaian 
belum terpenuhi secara maksimal dan 
optimal. 
Beragamnya permasalahan terkait 
promosi jabatan struktural pada lingkup kerja 
Sekretariat Daerah Kota Palu yang dihadapi 
oleh lembaga manajemen kepegawaian 
(Baperjakat), sesuai dengan observasi awal 
peneliti didasari oleh beberapa hal sebagai 
berikut: 
Pertama, keterlibatan Baperjakat dalam 
menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak 
berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. 
Asumsinya, selama ini pertimbangan, hasil 
analisis dan evaluasi yang diberikan guna 
keperluan promosi jabatan struktural kurang 
mendapat dukungan yang selaras dari kepala 
daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian 
daerah di Kota Palu. 
Kedua, peran lembaga manajemen 
kepegawaian daerah seperti BKD atau Bagian 
Kepegawaian Sekretariat Daerah Kota Palu 
tidak berjalan sebagaimana mestinya. 
Asumsinya, sistem administrasi kepegawaian 
terkait promosi jabatan yang dikembangkan di 
Kota Palu dalam bentuk-bentuk tertentu 
belum sepenuhnya dipahami oleh manajer 
SDM. 
Ketiga, inovasi manajemen dan proses 
promosi jabatan struktural PNS di lingkup 
kerja Sekretariat Daerah Kota Palu tidak 
berjalan sebagaimana mestinya. Asumsinya, 
dalam rangka mengurangi subjektifitas namun 
tetap mengutamakan kualitas maka perlu 
kriteria-kriteria tertentu yang sekiranya 
menjadi pendukung bagi unsur pemerintahan 
di Kota Palu untuk mengangkat pegawai yang 
tepat pada jabatan struktural yang tepat pula. 
Kenyataan yang ada di Sekretariat 
Daerah Kota Palu saat ini, sistem promosi 
jabatan belum dilaksanakan sebagaimana 
mestinya dikarenakan masih ada pegawai 
yang berprestasi rendah dan kurang baik hasil 
penilaian DP3 nya namun dipromosikan 
menduduki jabatan struktural tertentu. 
Berdasarkan pada kondisi ini, maka penulis 
merumuskan masalah dalam penelitian ini 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana promosi jabatan di Sekretariat 
Daerah Kota Palu ? 
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung 
dan menghambat promosi jabatan di 
Sekretariat Daerah Kota Palu ? 




Berdasarkan dengan bentuk 
permasalahan dalam penelitian ini, maka 
penelitian ini digolongkan kedalam tipe 
penelitian deskriptif. Subana (2010:260) 
mengatakan penelitian deskriptif adalah 
penelitian yang dimaksudkan untuk 
mengangkat fakta, keadaan, variabel dan 
fenomena-fenomena yang terjadi saat 
sekarang (saat penelitian berlangsung) dan 
menyajikan apa adanya. Pada saat penelitian 
dilaksanakan, penelitian deskriptif cenderung 
tidak melakukan tindakan ataupun 
pengontrolan, perlakuan pada subyek 
penelitian.  
Dasar penelitian ini mengarah pada 
analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak 
memerlukan pengujian secara matematik 
statistik, tetapi hanya dianalisis 
berdasarkan pendapat peneliti. Peneliti 
menguraikan data dengan cara memberikan 
pengertian, penjelasan dan penaksiran pada 
data yang dianalisis. Penelitian kualitatif 
menurut Sugiyono (2007:1) adalah jenis 
penelitian yang digunakan untuk meneliti 
pada kondisi obyek yang alamiah dimana 
peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 
teknik pengumpulan data dilakukan secara 
trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 
induktif, dan hasil penelitian menekankan 
pada makna daripada generalisasi. 
Penelitian kualitatif ini digunakan untuk 
mendapatkan data yang mendalam, suatu data 
yang mengandung makna (data yang 
sebenarnya), data yang pasti yang merupakan 
nilai dibalik data yang tampak. Dalam 
penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan 
instrumen untuk mengumpulkan data dan 
mengukur status variabel yang diteliti, 
sehingga ditemukan kejadian relatif, 
distributif dan hubungan-hubungan antara 
variabel-variabel dimana variabel-variabel 
yang akan diteliti menyelesaikan obyek yang 
diteliti melalui data yang dikumpulkan 
(Sugiyono, 2007:3). 
Setelah data kualitatif dalam penelitian 
ini diperoleh kemudian hasilnya akan 
dipaparkan secara deskriptif untuk 
menganalisis promosi jabatan di Sekretariat 
Daerah Kota Palu.  
Menurut Purwanto (2007:37), informan 
adalah unit analisis, atau individu yang 
menjadi target penelitian. Sedangkan menurut 
Nazir (2008:172), informan adalah kumpulan 
dari individu, kejadian atas segala sesuatu 
dengan kualitas serta ciri-ciri tertentu  yang 
telah ditetapkan. 
Informan dalam penelitian ini adalah 
beberapa orang pegawai yang dilibatkan 
dalam kebijakan promosi jabatan di 
lingkungan kerja Sekretariat Daerah Kota 
Palu dengan jumlah informan sebanyak 9 
orang. Keseluruhan informan penelitian 
ditentukan dengan teknik Purposive Sampling 
(Sampling Purposive) dimana teknik ini 
mencangkup orang-orang yang diseleksi atas 
dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat 
peneliti berdasarkan tujuan penelitian.  
Analisis data dalam penelitian ini 
menggambarkan tanggapan responden 
terhadap promosi jabatan di Sekretariat 
Daerah Kota Palu, maka dilakukan analisis 
secara deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan model interaktif seperti yang 
dikemukakan oleh Miles dan Huberman. 
Analisis data dengan menggunakan model ini 
dilakukan dengan tahap-tahap, yaitu (1) 
pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) 
penyajian data, dan (4) verifikasi dan 
penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 
2002:16). Semua tahap tersebut memiliki 
keterkaitan proses antara satu dengan yang 
lainnya.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Analisis Promosi Jabatan di Sekretariat 
Daerah Kota Palu 
Promosi jabatan adalah proses kegiatan 
pemindahan pegawai dari suatu jabatan 
kepada jabatan lain yang lebih tinggi. Dengan 
demikian promosi jabatan akan selalu diikuti 
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oleh tugas, tanggung jawab dan wewenang 
yang lebih tinggi dari jabatan yang diduduki 
sebelumnya. Promosi jabatan juga merupakan 
sarana yang dapat mendorong pegawai untuk 
lebih baik atau lebih bersemangat dalam 
melakukan suatu pekerjaan, dengan melihat 
fakta tersebut maka penilaian kinerja yang 
mengarah pada promosi jabatan harus 
dilakukan dengan efektif agar dapat diterima 
semua pihak tanpa ada yang merasa 
dirugikan.  
Promosi jabatan mempunyai arti 
penting bagi sebuah instansi karena dengan 
adanya promosi jabatan akan dapat 
meningkatkan semangat kerja pegawai. Jika 
promosi jabatan direalisasikan kepada 
pegawai yang berprestasi tinggi maska akan 
menimbulkan rangsangan bagi para pegawai 
untuk meningkatkan semangat kerja. Promosi 
jabatan pada dasarnya mempunyai nilai 
karena dengan promosi jabatan berarti ada 
kesempatan bagi pegawai untuk maju 
disamping itu promosi jabatan merupakan 
bukti pengakuan antara lain terhadap prestasi 
kerja yang dicapai pegawai. Pengakuan dalam 
hal ini bersifat relatif dan bukan mutlak 
artinya dapat saja seseorang dipromosikan 
karena dianggap mempunyai prestasi rata-rata 
lebih tinggi dari pegawai lain, meskipun dari 
pimpinan yang belum memuaskan. 
Promosi jabatan mempunyai arti 
penting bagi setiap instansi sebab dengan 
promosi jabatan berarti kestabilan dan moral 
pegawai akan lebih terjamin. Kedua hal ini 
merupakan harapan yang harus ditimbulkan, 
bilamana suatu instansi melaksanakan 
promosi jabatan. Sudah tentu dengan promosi 
jabatan tidak hanya diharapkan pada kedua 
hal tersebut, tetapi jauh lebih luas daripada 
itu. 
Suatu jabatan pada suatu saat akan 
ditinggalkan. Hal ini disebabkan oleh 
beberapa hal, misalnya karena pensiun, 
keluar, sakit, meninggal dunia, kinerja 
kerjanya menurun dan sebagainya. Dalam hal 
ini jabatan yang kosong harus diisi, dimana 
salah satu cara mengisi kekosongan tersebut 
adalah dengan jalan promosi jabatan. 
Terhadap pengangkatan dalam jabatan 
fungsional adalah berdasarkan pada keahlian 
apa yang dibutuhkan untuk jabatan itu dan 
syarat-syarat obyektif lainnya. Sedangkan 
dalam hal pengangkatan struktural adalah 
sangat erat dengan jenjang kepangkatan yang 
ditetapkan untuk jabatan itu. Dari uraian 
tersebut penulis berpendapat bahwa seorang 
pegawai dapat diketahui kedudukannya jika 
dilihat dari jabatan yang didudukinya. Dan 
setiap jabatan sudah ada fungsi dan tugasnya 
masing-masing sehingga tidak akan saling 
tumpang tindih antara jabatan yang satu 
dengan yang lainnya.   
Pelaksanaan promosi jabatan di 
Sekretariat Daerah Kota Palu dilakukan 
diantara pegawai di lingkup sekretariat daerah 
sendiri, artinya prosedur yang digunakan 
adalah promosi dari dalam. Tindakan ini 
didasari dengan pertimbangan bahwa moral 
kerja pegawai dapat ditingkatkan berbeda 
dengan pegawai dari luar cenderung menurun 
apabila masuk ke tingkat permulaan. Selain 
itu pengetahuan tentang lingkungan serta 
loyalitas terhadap instansi lebih dapat 
diharapkan.  
Selain memperhatikan prosedur 
pelaksanaan promosi jabatan yang dilakukan, 
dalam rangka melaksanakan promosi jabatan 
bagi pegawai perlu juga dilakukan penetapan 
syarat-syarat promosi terlebih dahulu. 
Seorang pimpinan yang memberi promosi 
jabatan kepada pegawainya tanpa 
memperhatikan syarat-syarat yang telah 
ditetapkan memungkinkan kesalahan yang 
besar dapat terjadi sehingga akan merugikan 
bagi instansi maupun pegawai. Syarat-syarat 
tersebut hendaknya dijadikan standar dalam 
menetapkan bagi siapa yang dapat atau 
berhak dipromosikan. Oleh karena itu setiap 
syarat-syarat yang ditetapkan diharapkan 
dapat menjamin bahwa pegawai yang 
dipromosikan mempunyai kemampuan yang 
lebih tinggi dari jabatan sebelumnya.  
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Syarat-syarat untuk suatu jabatan 
tertentu berbeda dengan syarat-syarat jabatan 
yang lain. Ada persyaratan yang bersifat 
umum maupun teknis, persyaratan secara 
umum misalnya pengalaman, tingkat 
pendidikan, prestasi kerja dan lain-lain. 
Pimpinan harus memberikan kesempatan 
kepada bawahannya untuk memenuhi syarat-
syarat tersebut dan menghindari tindakan-
tindakan yang tidak adil agar semua pegawai 
merasa disamakan hak dan kewajibannya. 
Pegawai tentu menghendaki promosi jabatan 
yang benar-benar sesuai dengan prosedur dan 
syarat-syarat yang ada. Mereka tidak 
menghendaki pelaksanaan promosi jabatan 
yang dipaksakan sehingga persaingan sehat 
diantara pegawai untuk mengejar prestasi 
kerja mendapat penghargaan. 
Pelaksanaan promosi jabatan yang 
benar-benar didasarkan pada persyaratan yang 
ada akan mendorong para pegawai bekerja 
dengan sebaik-baiknya tanpa adanya perasaan 
bahwa promosi untuk menduduki suatu 
jabatan atau kenaikan pangkat yang dilakukan 
seorang pimpinan terhadap bawahannya 
bersifat subyektif. Selanjutnya agar 
pelaksanaan promosi jabatan benar-benar 
dirasakan manfaatnya bagi seorang pegawai 
maupun instansi bersangkutan, perlu adanya 
pola yang jelas yang menggunakan ukuran-
ukuran obyektif sampai sejauhmana 
karier/kemampuan seorang pegawai dalam 
menjalankan jabatan yang dipangkunya serta 
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. 
Meskipun demikian sebelum kita 
mengambil kesimpulan tentang syarat-syarat 
pelaksanaan promosi jabatan pegawai negeri 
sipil di Sekretariat Daerah Kota Palu, 
hendaknya diteliti terlebih dahulu syarat-
syarat apa yang harus dipenuhi dalam rangka 
pelaksanaan promosi jabatan, dan apakah 
syarat-syarat tersebut dapat dilaksanakan 
dengan baik dalam arti telah dijadikan sebagai 
patokan dalam memberikan promosi jabatan 
kepada pegawai, agar tidak menyimpang dari 
tujuan semula. Berdasarkan hasil wawancara 
yang dilakukan dengan informan (pegawai 
yang memenuhi syarat) di Sekretariat Daerah 
Kota Palu, maka dapat diketahui bahwa 
syarat-syarat umum pelaksanaan promosi 
jabatan yang dipertimbangkan dalam 
mempromosikan pegawai pada instansi 
tersebut adalah meliputi: 
 
Pengalaman 
Tingkat senioritas pegawai dalam 
banyak hal ini seringkali digunakan sebagai 
salah satu syarat untuk melaksanakan promosi 
jabatan dengan pertimbangan bahwa dengan 
senioritas/masa kerja yang lama maka 
pengalaman yang dimiliki lebih banyak 
dibandingkan dengan mereka yang baru 
diangkat jadi pegawai negeri sipil. Senioritas 
diartikan sebagai lamanya masa kerja 
seseorang yang diakui organisasi, baik pada 
jabatan yang bersangkutan maupun dalam 
organisasi secara keseluruhan. Dalam 
senioritas tercermin pula pengertian usia, 
selain itu pegawai yang akan dipromosikan 
jabatannya hendaknya disesuaikan dengan 
kualifikasi dan pengalamannya. Senioritas 
pada dasarnya merupakan salah satu bentuk 
penghargaan organisasi kepada tenaga kerja 
atas kesetiaan dan dedikasi kepada organisasi. 
Karena itu sistem ini akan mendorong tenaga 
kerja untuk bersikap lebih loyal dan setia 
kepada instansinya. 
Dalam pelaksanaan promosi jabatan 
pegawai, pengalaman juga patut menjadi 
pertimbangan karena anggapan bahwa 
pegawai senior mempunyai pengalaman lebih 
banyak dibandingkan pegawai yunior. 
Dengan harapan bahwa pegawai tersebut 
memiliki kemampuan lebih, gagasan lebih 
banyak dan kemampuan manajerial yang baik 
sehingga mereka dianggap patut atau layak 
terhadap jabatan yang akan diberikan. Dan 
juga tingkat pengalaman yang dimiliki olehn 
seorang pegawai, secara tidak langsung 
mereka akan mendapatkan banyak ilmu yang 
diperoleh dan dengan demikian pegawai yang 
memiliki pengalaman tersebut akan mudah 
dalam menyelesaikan suatu masalah dengan 
bijak.  
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Dengan bertambahnya pengalaman 
seorang pegawai dalam dunia kerja, maka 
akan bertambah pula pengetahuan, 
keterampilan, kecakapan dan kecekatan dalam 
pengabdian kerjanya dalam sebuah instansi. 
Dengan demikian semakin banyak 
pengalaman kerja seseorang atau semakin 
lamanya waktu orang tersebut untuk masa 
bekerja akan dapat meningkatkan kemampuan 
kerja sama atau dengan kata lain akan 
mempengaruhi peningkatan kinerja orang 
yang bersangkutan tersebut.   
 
Pendidikan 
Pendidikan dalam sebuah promosi 
jabatan merupakan sebuah hal yang sangat 
penting, prinsip “the right man on the right 
place” sangat penting diterapkan dalam suatu 
instansi. Sebab pegawai yang ditempatkan 
dalam suatu jabatan atau pekerjaan 
disesuaikan dengan kualifikasi pendidikannya 
dan hal ini adalah mutlak supaya kinerja yang 
dilakukan oleh pegawai tersebut sesuai 
dengan kualifikasi pendidikan yang 
dimilikinya, seandainya kualifikasi yang 
dimiliki tidak sesuai dengan bidang 
pekerjaannya akan memunculkan masalah 
dikemudian hari dan juga supaya dapat 
memberikan pengembangan dalam sebuah 
instansi secara tepat. Dalam pendidikan 
terdapat proses yang terus menerus berjalan 
dan bukan sesaat saja. Namun pendidikan 
juga dapat disebut sebagai usaha untuk 
meningkatkan pengetahuan umum seseorang 
termasuk didalamnya penguasaan teori untuk 
memutuskan persoalan-persoalan yang 
menyangkut kegiatan pencapaian dalam 
program sebuah instansi. 
Pendidikan adalah faktor yang sangat 
berpengaruh pada potensi kerja pegawai, 
pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan 
formal, yaitu pendidikan umum yang diikuti 
oleh pegawai sehingga dapat dijadikan suatu 
alat untuk meningkatkan kualitasnya. Sering 
diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat 
pendidikan seseorang, maka diharapkan 
mempunyai pemikiran yang lebih baik.  
Salah satu faktor yang dapat berpengaruh 
adalah tinggi rendahnya latar belakang 
pendidikan formalnya. Dengan kata lain 
pegawai yang menempuh tingkat pendidikan 
tertentu menyebabkan seorang pegawai 
memiliki pengetahuan tertentu. Orang dengan 
kemampuan dasar apabila mendapatkan 
kesempatan-kesempatan pelatihan dan 
motivasi yang tepat, akan lebih mampu dan 
cakap untuk melaksanakan tugas-tugasnya 
dengan baik, dengan demikian jelas bahwa 
pendidikan akan mempengaruhi kinerja 
pegawai. 
Pola pendidikan memberikan 
kemampuan kepada pegawai untuk 
menyesuaikan dan menyederhanakan situasi 
yang kompleks, menganalisa masalah untuk 
menentukan penyebab yang kritis dalam unit 
kerja dan memilih tindakan terbaik untuk 
memecahkan masalah serta dapat 
mengantisipasi masalah-masalah sehingga 
mereka dapat mencegah terjadinya masalah 
berikutnya. Sehingga kecepatan dan 
kecermatan perlu selalu diperhatikan, 
ditingkatkan dan dipelihara oleh para 
pegawai, sehingga dari kombinasi tersebut 
dapat selalu berfungsi untuk terus 
memperbaiki kinerja agar semakin baik. 
Maka yang diuntungkan dari hal itu adalah 
pegawai itu sendiri, pimpinan dan instansi. 
Oleh karena itu, dalam pelaksanaan 
promosi jabatan pegawai harus disesuaikan 
dengan latar belakang pendidikannya, untuk 
mempermudah dalam menyelesaikan 
pekerjaannya. Pendidikan sebagai salah satu 
syarat untuk menentukan dalam proses 
pelaksanaan promosi jabatan pegawai, dengan 
pertimbangan bahwa latar belakang 
pendidikan yang tinggi pula terdapat prospek 
kemajuan instansi dalam mencapai tujuannya.  
Aspek pendidikan yang dimiliki 
pegawai negeri sipil pada Sekretariat Daerah 
Kota Palu merupakan salah satu dasar 
pertimbangan dalam promosi jabatan pegawai 
menurut tempat atau posisi yang 
dipersyaratkan kepadanya. Hal ini akan 
menunjang efektifitas pelaksanaan tugas 
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pegawai sehingga penyelesaian tugas sesuai 
dengan yang diharapkan. Namun dari 
dokumen mengenai keadaan pegawai 
menunjukkan bahwa spesifikasi pendidikan 
formal yang dimiliki masih ada beberapa 
pegawai yang kurang sesuai dengan posisi 
atau jabatan yang dimilikinya.  
Untuk itu, analisis promosi jabatan di 
Sekretariat Daerah Kota Palu, menjadikan 
jenjang pendidikan formal sebagai salah satu 
syarat dalam mempertimbangkan pelaksanaan 
promosi jabatan setelah melalui proses 
analisis jabatan. Akan tetapi, kurangnya 
pengembangan sumber daya aparatur dan 
adanya kedekatan emosional dengan 
pengambil/penentu kebijakan menyebabkan 
pelaksanaan promosi jabatan pegawai pada 
posisi tertentu terkadang kurang sesuai 
dengan spesifikasi pendidikan formalnya.      
 
Prestasi Kerja     
Prestasi kerja menjadi dasar penting 
dalam melaksanakan promosi jabatan karena 
dengan prestasi kerja berarti ada kemampuan 
untuk menjalankan suatu jabatan atau tugas 
baru yang dibebankan oleh instansi 
organisasi. Penetapan prestasi kerja sebagai 
salah satu syarat dalam melakukan suatu 
promosi jabatan akan memotivasi pegawai 
dalam peningkatan kinerjanya. Dalam proses 
kerja yang tinggi akan memperlancar kegiatan 
promosi jabatan bagi pegawai. Demikian pula 
bagi instansi/organisasi ada kecenderungan 
menjadikan prestasi kerja yang dicapai oleh 
pegawai dijadikan sebagai kriteria utama 
dalam pelaksanaan promosi jabatan. Bentuk 
promosi jabatan yang dapat dilakukan dengan 
menggunakan prestasi kerja dari pegawai 
sebagai landasan pertimbangan tidak terlepas 
pada program promosi jabatan, tetapi dasar 
prestasi juga dapat dan bahkan tetap untuk 
melaksanakan program promosi jabatan lain. 
Dasar prestasi kerja berarti program promosi 
jabatan dilaksanakan dalam rangka 
melakukan penyesuaian antara kemampuan 
seseorang dengan standar kemampuan dari 
suatu jabatan tertentu. 
Pelaksanaan penilaian prestasi kerja 
pegawai sangat penting dilakukan dalam 
mengambil keputusan dalam memberikan 
promosi jabatan. Penilaian prestasi kerja 
pegawai sangat penting bagi setiap pegawai 
dan instansi, karena dengan adanya penilaian 
prestasi kerja seorang pegawai akan 
memperoleh umpan balik dari hasil 
pekerjaannya, sehingga pegawai dapat 
mengetahui kelemahan dan keunggulan yang 
dihadapi didalam pekerjaannya. Apabila hasil 
penilaian prestasi kerja pegawai dianggap 
positif dan baik, maka hasil tersebut akan 
dijadikan sebagai dasar pengambilan 
keputusan untuk promosi selanjutnya demi 
pencapaian tujuan karier yang diinginkan 
pegawai. 
Promosi jabatan dianggap penting 
dalam instansi karena selain sebagai 
‘imbalan’ terhadap hasil kerja pegawai juga 
memberikan dorongan atau motivasi kepada 
pegawai untuk bersaing memberikan yang 
terbaik bagi organisasi dengan peningkatan 
kinerja. Dengan demikian pegawai yang 
memiliki prestasi kerja tinggi akan 
mendapatkan kesempatan promosi yang besar 
pula. 
Artinya dalam melaksanakan suatu 
promosi jabatan pegawai prestasi kerja 
menjadi hal penting yang perlu diperhatikan 
sebab kriteria ini secara langsung berpengaruh 
pada peningkatan kinerja. Pegawai saling 
berkompetisi untuk menghasilkan kinerja 
yang baik guna mendapatkan promosi jabatan 
yang diharapkan. Untuk itu dalam rangka 
usaha lebih menjamin obyektifitas dalam 
promosi jabatan berdasarkan sistem karier dan 
prestasi kerja, maka telah dikeluarkan PP 
No.10 Tahun 1979 tentang Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. 
Hasil penilaian dituangkan dalam suatu daftar 
yang disebut Daftar Penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan (DP-3). Dalam pengukuran kinerja 
ini, penilaian terhadap potensi pegawai 
diartikan sebagai perkiraan terhadap 
pengangkatan tertinggi atau tingkat pekerjaan 
yang pada akhirnya mampu dilakukan 
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seorang pegawai. Melalui penilaian potensi 
ini, akan diketahui siapa saja yang memiliki 
kemampuan dan kecakapan untuk menduduki 
suatu jabatan yang lebih tinggi kelak. Dalam 
jangka panjang dapat diperkirakan 
sejauhmana seorang pegawai dapat mencapai 
puncak kariernya. Selain hal di atas, penilaian 
potensi ini juga dimaksudkan untuk 
mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan 
kemungkinan pengembangan seorang 
pegawai negeri sipil, merencanakan 
kesempatan kemajuan karier, dan 
merencanakan suksesi dalam organisasi. 
Potensi seorang pegawai negeri sipil 
dinilai melalui dua cara yaitu dengan cara 
yang disebut kualitas secara umum dan 
kualitas pribadi yang menyeluruh. Dalam cara 
yang terakhir, potensi dinilai dari kualitas 
intelektual yaitu dalam bentuk kekuatan 
analisis, imajinasi dan inovasi, dan kesadaran 
tentang kualitas, kemudian orientasi hasil 
yakni dalam bentuk motivasi berprestasi, 
sensivitas politik dan ketegasan serta kualitas 
kepemimpinan dalam bentuk kemampuan 
memotivasi, memberikan delegasi, dan 
komunikasi serta konsultasi. Setiap tahun 
dilakukan penilaian oleh DP-3 yang 
mencakup dua hal penting, yakni review 
terhadap catatan prestasi dan kemajuan yang 
dicapai oleh staf untuk tahun yang dinilai dan 
review terhadap rencana tindak untuk tahun 
berikutnya yang meliputi target-target baru, 
dan rencana pelatihan. Dalam hal ini,m staf 
mendiskusikan dengan supervisor/atasan 
langsungnya. 
Dalam peraturan pemerintah ini 
ditentukan bahwa yang berwenang dalam 
membuat penilaian adalah pejabat penilai 
yaitu atasan langsung dari pegawai yang 
bersangkutan. Dengan adanya ketentuan 
tersebut pejabat penilai harus benar-benar 
mengenal secara pribadi pegawai yang dinilai, 
sehingga demikian dapat diharapkan penilaian 
dapat dilakukan lebih obyektif. 
Bertolak dari penilaian pelaksanaan 
pekerjaan tersebut dalam pelaksanaan 
promosi jabatan di Sekretariat Daerah Kota 
Palu masih ada pegawai yang dipromosikan 
berprestasi rendah.  
Dengan menyimak hasil wawancara di 
atas sudah jelas Sekretariat Daerah Kota Palu 
kurang memperhatikan penilaian prestasi 
kerja dalam pelaksanaan promosi jabatan 
pegawai. Hal ini dapat dilihat dalam 
pemberian Daftar Penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan (DP3) pegawai yang kurang 
obyektif karena masih diwarnai dengan rasa 
kemanusiaan. Sehingga efektifitas pembinaan 
pegawai berdasarkan sistem prestasi kerja 
menjadi berkurang. 
Dari uraian tersebut di atas tampak 
bahwa dalam pelaksanaan promosi jabatan 
syarat-syarat sebagai dasar pelaksanaan 
promosi jabatan perlu diperhatikan dan 
dilakukan baik dilihat dari segi kepentingan 
organisasi maupun pegawai. Dengan adanya 
syarat-syarat promosi jabatan yang telah 
ditetapkan sebelum dilaksanakan, maka akan 
memudahkan bagi pimpinan untuk 
merencanakan dan melaksanakan promosi 
jabatan, dilain pihak pegawai akan berusaha 
untuk memenuhi syarat-syarat tersebut agar 
dapat dipromosikan. Penilaian prestasi kerja 
juga dapat digunakan oleh instansi untuk 
mengetahui kekurangan dan potensi seorang 
pegawai. Dari hasil tersebut, instansi dapat 
mengembangkan suatu perencanaan sumber 
daya manusia secara menyeluruh dalam 
menghadapi masa depan. 
Berdasarkan hasil-hasil wawancara di 
atas menunjukkan bahwa pada dasarnya 
pegawai menghendaki kenaikan pangkat atau 
jabatan benar-benar sesuai dengan syarat-
syarat yang telah ditetapkan. Mereka tidak 
menghendaki adanya promosi jabatan yang 
bersifat subyektif sehingga persaingan 
diantara mereka untuk mengejar prestasi tidak 
mendapat penghargaan atau imbalan. 
Pelaksanaan promosi jabatan yang benar-
benar didasarkan pada kriteria yang ada akan 
mendorong pegawai bekerja dengan sebaik-
baiknya, tanpa adanya perasaan bahwa 
kenaikan pangkat yang dilaksanakan seorang 
pimpinan terhadap bawahannya bersifat 
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subyektif. Di samping itu pegawai akan 
berusaha untuk memenuhi persyaratan yang 
ada, sangat strategis karena pada dasarnya 
hasil pengukuran kinerja yang dilakukan 
secara obyektif, valid dan terukur 
memberikan banyak manfaat bagi proses 
pengambilan keputusan di bidang 
kepegawaian. Hanya saja, hal ini tampaknya 
kurang disadari oleh para pengambil 
kebijakan di bidang pengelolaan kepegawaian 
baik dalam jajaran pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah. Namun, penilaian DP-3 
yang berlaku sampai hari ini pada dasarnyan 
tidak memiliki arti yang nyata terhadap 
pengukuran kinerja pegawai. Penilaian DP-3 
sangat subyektif karena kelemahan-
kelemahan aspek, mekanisme dan sifat 
pengukurannya. Hasil penilaian DP-3 tidak 
dapat membedakan seorang pegawai yang 
mempunyai kinerja yang bagus dengan yang 
tidak bagus. Dalam hal ini tidak ada satupun 
dari atasan yang berkeinginan untuk 
memberikan penilaian yang jelek terhadap 
anak buahnya sekalipun faktanya memang 
konerja bawahannya tidak memuaskan. 
Begitu pula dalam pemenuhan syarat-
syarat promosi jabatan, pada umumnya 
pegawai telah memenuhi syarat-syarat yang 
telah ditetapkan untuk dipromosikan ke posisi 
yang lebih tinggi, baik ditinjau dari syarat 
pendidikan maupun pengalaman, kecuali 
syarat prestasi kerja. Karena berdasarkan hasil 
wawancara penulis dengan salah satu 
informan menyatakan bahwa terkadang masih 
ada pegawai yang berprestasi rendah namun 
diikutsertakan dalam promosi jabatan 
pegawai. Hal ini jelas menunjukkan bahwa 
prosedur promosi jabatan pegawai belum 
sepenuhnya dilaksanakan dalam lingkup 







Faktor-faktor Yang Mendukung dan 
Menghambat Promosi Jabatan di 
Sekretariat Daerah Kota Palu 
 
Faktor-Pendukung 
Berdasarkan hasil penelitian penulis di 
lapangan ditemukan realitas bahwa masalah 
latar belakang pendidikan, lama masa kerja, 
jenjang kepangkatan, dan pengalaman pada 
kerja atau jabatan sejenis merupakan faktor 
pendukung promosi jabatan di Sekretariat 
Daerah Kota Palu.  
 Hal ini menggambarkan bahwa latar 
belakang pendidikan, lama masa kerja, 
jenjang kepangkatan, dan pengalaman pada 
kerja atau jabatan sejenis lainnya merupakan 
bagian dari syarat-syarat tertentu yang harus 
dipenuhi oleh seorang pegawai di lingkup 
Sekretariat Daerah Kota Palu untuk 
dipromosikan menduduki jabatan struktural 
tertentu dengan jenjang jabatan yang lebih 
tinggi dari jabatan sebelumnya. 
 
Faktor-Penghambat 
Hasil penelitian penulis di lapangan 
menemukan pula bahwa masih ada faktor 
yang menghambat promosi jabatan di 
Sekretariat Daerah Kota Palu, diantaranya 
adalah attitude atau tabiat pegawai, prestasi 
kerja sebelumnya, kemampuan berkoordinasi 
secara vertikal dengan pimpinan ataupun 
secara horizontal dengan rekan sejawat, 
ketidakcakapan dalam menyelesaikan 
tanggung jawab, dan persyaratan formal 
kepegawaian yang belum mencukupi. maka 
dapat dikemukakan selama ini faktor 
attitude atau tabiat pegawai, prestasi kerja 
sebelumnya, kemampuan berkoordinasi 
secara vertikal dengan pimpinan ataupun 
secara horizontal dengan rekan sejawat, 
ketidakcakapan dalam menyelesaikan 
tanggung jawab, dan persyaratan formal 
kepegawaian yang belum mencukupi yang 
menjadi faktor penghambat promosi jabatan 
pegawai ke jenjang jabatan yang lebih 
tinggi di Sekretariat Daerah Kota Palu. 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
1. Pelaksanaan promosi jabatan di Sekretariat 
Daerah Kota Palu dimulai dengan 
menginventarisasi jabatan yang lowong di 
Sekretariat Daerah Kota Palu dan 
mengevaluasi syarat jabatannya, setelah 
diadakan inventarisasi kemudian dicari 
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi 
syarat untuk menduduki jabatan tersebut. 
Setelah itu, pegawai yang memenuhi syarat 
diajukan minimal 3 orang untuk dibahas 
Baperjakat untuk ditetapkan salah satrunya 
sebagai bahan pertimbangan kepada 
Walikota, setelah pertimbangan itu 
disetujui oleh Walikota maka ditetapkanlah 
dalam keputusan Walikota untuk 
selanjutnya diadakan pelantikan.  
2. Dalam pelaksanaan promosi jabatan 
Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah 
Kota Palu, pemenuhan syarat-syarat 
promosi secara umum telah dilaksanakan 
baik ditinjau dari syarat. Hal ini terlihat 
dalam hal kualifikasi pendidikan. 
Terkadang disiplin ilmu pegawai yang 
akan dipromosikan tidak sesuai jabatan 
yang lowong. Begitu pula dalam hal 
promosi jabatan berdasarkan penilaian 
prestasi kerja, masih ada pegawai yang 
memiliki nilai DP-3 rendah tetapi 
diikutkan dalam promosi jabatan pegawai. 
Artinya dalam pelaksanaan promosi 
jabatan pegawai tidak sesuai dengan 
prosedur yang ditetapkan. 
 
Rekomendasi 
1. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil 
hendaknya tetap berpedoman pada undang-
undang dan syarat-syarat yang telah 
ditetapkan dalam arti tetap memberi 
promosi jabatan kepada pegawai yang 
berprestasi dan memenuhi syarat, agar 
tujuan dan kegiatan promosi jabatan dapat 
diwujudkan. Disamping itu, obyektifitas 
promosi jabatan harus tetap diprioritaskan 
sehingga promosi jabatan tetap terlaksana 
sesuai dengan aturan yang ada dan berlaku. 
Dengan demikian tujuan dari promosi 
jabatan itu akan dapat tercapai seperti yang 
diharapkan. 
2. Disarankan agar proses penilaian kenaikan 
pangkat benar-benar dapat dirasakan 
sebagai karir bagi Pegawai Negeri Sipil 
yang bersangkutan, untuk itu perlu adanya 
pola yang jelas serta menggunakan standar 
sejauhmana karir Pegawai Negeri Sipil 
dalam kepangkatannya yang ada 
hubungannya dengan jenjang jabatan yang 
dipangkunya. 
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